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KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENTERI{}N D?LAM NE(}ERI
NOMOR - 337/203/Puspen.

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK Di
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Loa,

Bahwa dalam rangka melaksanakan pelavanan informasi
publik vang herkualitas perlu disusun standar operasional
prosedur layanan informasi publik di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Pejabat
Pengelola Informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri tentang Standar Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Perturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERJIAN DALAM NEGERI.

Menetapkan standar operasional prosedur pelayanan
permohonan informasi publik sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri ini

Menetapkan standar operasional prosedur penanganan
keberatan atas informasi publik sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari  Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri ini



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Menetapkan standar operasional prosedur uji konsekuensi
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri ini.
Menetapkan standar operasional prosedur fasilitasi sengketa
informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri ini.

Menetapkan standar operasional prosedur penyusunan
daftar informasi publik sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri ini.

Menetapkan standar operasional prosedur pelayanan
informasi publik bagi penvandang disabilitas sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri ini.

Menetapkan standar operasional prosedur pengumuman
informasi publik sebagaimana tercantum dalam lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Dalarn Negerti ini.

Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal -1 Maret 2022

Jeepae=Pusat Penerangan

sclaku PRI Utama

Kememecian Dalam Negeri
o

(st Refrtri/frwan, M.Si, MA
Pembpia Utama Muda (1V/c¢)
NTP. 19730123 199203 1 001



1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

NO. SOP ~ 337 /203 /Pupen.3
TGL PEMBUATAN | Morer Qoo
TGL REVISI 2
TGLEFEKTIF =«
DISAHKAN OLEH Kepala Pusal Penerangan
=
Ois. Heni warl, M.Si, MA
RI Pemtyad Utama Muda (tVic)
“:g&%‘?’mg:ff NIP.J97301251992031001
PUSAT PENERANGAN
NAMA SOP Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Permohonan informasi
DASAR HUKUM © KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1. Memiliki pengetahuan dasar peraturan perundang-
Ketarbukaan Informasi Publik undangan terkait pelayanan informasi publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 2. Mampu berkemunikasi dengan baik secara lisan

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 maupun tulisan;

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Mampu berkoordinasi dengan efekiif dan efisien;

3. Peraturan Menieri Dalam Negeri No. 3 Tahun 4. Memiliki kemmapuan kerjasama tim;
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Petayanan 5. Mampu mengoperasikan peralatan computer dengan
Informasi dan Dokumentasi Kemenderian Dalam baik.
Megen dan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Komisi informasi Nomaor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan informast Publik

KETERKAITAN : | PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Pengujian Keonsekuensi Peralatan kantor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SO ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan Disimpan dafam bentuk hardcopy dan softcopy
informasi publik akan terganggu dan berpotensi

menimbulkan masalah hukum.

b _ _PELAKSANA _ ] BAKU MUTL)
N WLGIATAN O PEMOUON ¥in =Ty Erat "
. Syt | INFORMASI | i:'f’l[) | PELARKANA KELENGKAPAN . WAKTU ‘ ll-l '_IF—I.-J_! . AL
1 Menyampaikan Form 60 Menit Permohonan
permchonan Permohonan Informasi
informasi melalui ( | —— Informasi
kanal resmi PPID )
Kemendagri
2 | Mendokumentasikan | Register 1 hari Register
pennohionan ¥ Permohonan Permohonan
informasi dalam Informasi Informas
Buku Register !
Permohonan
Informasi
3 Membenkan bukti v Register 30 menit Bukiy
registrasi Permohonan Permohonan
permohonan Informasi Informasi
informasi kepada T
Pemohon Informast [ |
4 Memeriksa [ Buktt Register 1 hari Perny staan
kefengkapan | Pemohonan kefidaklengkapan
permohonan v Ya Informasi alau penpantar
informasi dan O | permohonan
mermutuskan ' informasi
permochonan [
informasi sudah 5 |
lengkap atau belum el
. lenzkap | [ | | |
5 Menyampaikan I l [ Dokiutnen 60 menit Pemyataan
Surat | Kelengkapan ketidaklengkapan
Ketidaklengkapan | Permohonan atau pengantar
Permohonan ’ Informasi permohonan
Informasi kepada | : informast
Pemohon Informasi F | . P
6 Menerima Surat Pernyataan 3 bari kelengkapan
Pernyataan | keudaklengkapan permohonan
Ketidaklengkapan | nformasi
Permohonan
Informasi dan 1
melengkapi
Pemmohonan

Informasi



8

10

11

Informasi Publik

yang dimohon telah
ada dslam DIP alau
dikuasai olch PPID

Meneruskan
Permohonan
Informasi ke PPID
Pelaksana sesuat
dengan tugas dan

_ fungsinva

menyampaikan
informasi publik
sesual dengan
penmohonan
informasi kepada

| PPID

Menyusun dan
menyampaikan
tanggapan
pennohonan

. informasi |
Menenma tanggapan

permohonan
infonmasi dari PPID

Pemberitahuan
tertulis

" Permohonan
Informast

Permohonan
Informasi

" Net konsep Surat
Tangeapan
Permohonan
Informasi

' Surat Tanggapan
Permohenan
Informasi

10 hart

"\ hari

" 5 hari

"5 hari

"I han

Pembentahuan
tertulis

Surat Pengantar
Permohonan
Informasi

Surat Tanggapan
Permohonan
Informasi

Surat Tanggapan
Permochonan
Informasi

" Surat Tanggapan

Permohonan
Informasi



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENERANGAN

DASAR HUKUM & -

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Infarmasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomeor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Megeri dan Pemerintahan Dagrah

Peraturan Komisi Informast Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik
KETERKAITAN :

2.

4,

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi;
2. SOP Uji Konsekuensi
PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan
informasi publik akan terganggu dan berpotensl
menimbulkan masaiah hukum.

NO. SOP 337 /203 [ Puspen .3
TGLPEMBUATAN  |Hawes 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH Kepala Pusat; Penerangan Sekretariat

Jenderal Kegiendagri;

Drs-Benoi Hwap M.Si, MA
Pembiga-tiama Muda (Iv/c)
! nip. $97301231992031001

Standar Operasional Prosedur

Penanganan Keberatan Atas Informasi
_ Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

NAMA SCP

1. Memiliki pengetahuan dasar peraturan perundang-
undangan terkait pefayanan informasi pubfik;

2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun
tulisan;

3. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

4, Memiliki kemmapuan kerjasama tim;

5. Mampu mengoperasikan peralatan computer dengan baik.

" PERALATAN/PERLENGKAPAN:
3. Komputer;
4. Printer;

5. Alat tulis kantor;
6. Jaringan internet;
7. File organizer.
| PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan dalam bentuk hardcopy dan soficopy

i HRLARERNA oo . BARUMUTI

0 RERiDAY i MR 1w | L s | FELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | KET

1 Menyampaikan Form ' 1 hari Permohonan
keberatan Permiohonan Keberatan
berdasarkan alasan D | Keberatan Informasi
yang ditentukan Informasi
dalam peraturan
perundang-undangzan | L} | L.

2 Mendokumentasikan v Permohonan 30menit  Register
keberatan dalam keberatan keberatan
Dafiar Register informasi informasi

_ Keberatan Informast | [ | |

3 Menyampatkan [ Surat keberatan 30memt | Nodin
keberatan alas informasi pengantar
informasi publik 1 C] keberatan
kepada Atasan PPID ! | ! | ! |

4 Menugaskao PPID 4 Surat keberatan | I jam disposisi
mengoordinasikan El = informasi
keberatan informasi | | | | |
Menelaah keberatan v disposisi 1 hari Pengantar
informast publik D keberaian
berdasarkan alasan informasi

. keberatan |- | | |

6 Informasi publik l D disposisi 1 hart | Informasi
yang diminta pada S | publik
surat keberatan = Q !
sudah dikuasai olch 8 i
PPID l :

7 Berkoordinasi disposisi 1 hari Pengantar
dengan PPID D keberatan
Pelaksana sesuai informasi
teas dan fungsinga |

8 Memberikan Surat keberatan 5 hari Surat
masukan langgapan > informast masukan
atas keberatan tanggapan
informasi publik keberatan



1

Menwsun konsep
tanggapan Atasan
PPID) alas keberatan

. informasi

Menyampaikan
tanggaan atas
keberatan informasi

| publik

Menenma tanggapan
keberatan yang
disampaikan olch
Atasan PPID

Surat masukan 1 hari
{anggapan
keberatan

" Net konsep Sesuai
tanggapan kebunthan
keberatan

" Surat tangpapan "1 hari
keberatan

Net konsep

tanggapan
keberatan

Surat

tanggapan
keberatan

Surat

langgapm
keberatan

Maks
30
hari
keria



3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJi KONSEKUENSI

NO. S0P 337 /203 { Rucpon. 3
TGL PEMBUATAN iMaret 2022
TGL REVISI
TGL EFEKTIF .
DISAHKAN OLEH Kepala Pysat Penerangan Sekretariat
lenderal Kémendagri:
3~
Hendl rwan, M.Si, MA
KEMENTERTAN DALAM NEGERI | bt Utama Muda (IV/c)
SEKRETARIAT JENDERAL §7301271992031001
PUSAT PENERANGAN NAMA SOP Standar Coerasional Prosedur Uil
Konsekuensi
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1. Memiliki pengetahuan dasar peraturan perundang-
Keterbukaan Informasi Publik undangan terkait pelayanan informasi publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubtik
3. Peraturan Menteri Datam Megeri No. 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Bokumentast Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah

4, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2021tentang Standar Layanan Informasi Publik

KETERKAITAN :

SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

naw

PERINGATAN -

Apabila SOP ini tHdak dilaksanakan, maka pelayanan
informasi publik akan terganggu dan berpotensi
menimbulfian masalah hukum.

tulisan;

Mampu berkoaordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Mampu mengoperasikan peralatan computer dengan baik.

: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer;

2. Printer;

3. Alat tulis kantor;
4. Jaringan internet;
5. File organizer.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

 PELAKNANA . g e BAKL MUTI : ¢
W) REGIATAN v u-‘F;:l‘I‘}.\“ k PeTe = b ._-‘“. ‘ KELE .I'\-.I:»J\F‘ WALTI LT EET

1 Menyampaikan o . [ Usul 1 hari |' disposisi |
usulan informasi Fnformasi t l
yang dikecualikan yang :
kepada PPID dikecualikan
secara lertulis

2 Mengoordinasikan Undangan Up 1 hari Undangan Ujt
ujt konsekuens Konsckuensi Konsekuensi
bersama PPID
Pelaksana dan Tim
Pertimbancan

3 Menyampazkan I Pertimbangan | bari Perlimbangan |
pertimbangan > | tertulis lertulis

| bokumatas i ¢+
konsekuensi |

4 Menguj Pertimbangan 2 jam Pertimbangan
konsekuensi A teriubis tertulis
berdasarkan
Undang-Undan: )

b Memutuskan uji | Draft berita 30mentt  Drafl berta
konsekuensi Tidak acara hasil acara hasif uji
dengan 1 konsekuensi konsckuensi
pengecualian Ya
informasi ] ) l } .

6 Menyusun berita Draft berita 2 jam Draft berita
acara hasit uji fa= 1] acara hasil uji acara hasil uji
konsekuenss | ! i konsekuensi konsekuensi

7 Menetapkan Draft berita 2 jam Drafi berita
sebagai informasi > | acara hasil uji acara hasil wji
pubtik yang konsekuensi konsckuensi
terbuka

8  Menetaphan ! | Draft SK 2 jam SK
keputusan Cj <« Pengecualian Pengecualian
pengecualian Informast Informasi

infortmas:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASE SENGKETA INFORMASI

NO. SOP 237 /203 [ Rispen .
TGL PEMBUATAN | Maret 20t

TGL REVIST

TGL EFEKTIF

DISAHKAN QLEH

KEMENTERIAN DALAM NEGERX Drs. fenni Irwan, M.Si, MA
SEKRETARIAT JENDERAL Pembifia Utama Muda {IV/c)
PUSAT PENERANGAN NiP-A9rIn12
NAMA SOP Standar{ perasmnal Prosedur
Penanganan Keberatan Atas Informasi
| Publtk

DASAR HUKEM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008 tentang 1. Memiliki pengetativan dasar peraturan perundang-undangan

Keterbukaan Informasi Publik; terkait pelayanan informasi publil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tulisan;

Mampu berkoordinasi dangan efektif dan efisien;
Mermiliki kemmapuan kerjasama tim;
Mampu mengoperasikan peratatan computer dengan baik.

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informast Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik
KETERKAITAN : _ PERALATAN/PERLENGKAPAN:

ok W

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi; 1. Komputer;
2. S0P Uji Konsekuensi 2. Printer;
3.  Alat tulis kantor;
4, Jaringan internet;
5. File oroanizer.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy
informasi publik akan terganggus dan berpotensi
menimbulkan masalah hukum.
o R SE SEUESELSBEANA. - L s ] ___BARTMUT
b e Ao xyom aans | KELENGKAPAN | WAKTU | OLTPUT | K1
1 Menvampakan Relaas atau 1 hari [ Relfaas atau
panggilan sidang D panggilan sidang | panggilan
sengkela informasi ! | sidany
2 Meneruna dan Relaas atau 30menit  disposisi
memerintahkan panggilan sidang
PPID untuk Y
menunjuk PPID
Pelaksana
| didampingi Tim 1
Pertimbangan untuk
. mewakii berstdan i o !
3 Menyusun surat [ Net konsep surat 1 hari Sural Kuasa
kuasa bersidang kuasa
mewakili Atasan ) * D
PPID _ ‘
4 Berkoordinasi untuk Surat kuasa 1 hari Bahan

menyiapkan bahan | stdang
menhadis D sengketa
persidangen

senuketa informasi |

5 l Mengikuli ' [ Bahon sidang Sesuai Putusan
persidangan | sengketa kebutuhan  hasil sidang
l sengketa informasi U__,D snegketa
sesuai dengan
jadwal yang
disiapkan Komusi |
Infonmast !
6 Melaporkan hasil : Putusan hasil 3 hani Laporan
sidang sengketa C] sidang sengketa hasil sidang
, informasi kepada sengketa

Atagan PPID



2l

STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENERANGAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang NMomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 |
tentang Keterbukaan Informasi Publik; |
Peraturan Manteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2021tentang Standar Layanan Informasi Publik
KETERKAITAN :

1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

2. SOP Pengumuman Informasi Publik

2.

4.

PERINGATAN : . _
Apabila SOP ini tidak dllaksanakan, maka pelayanan
informasi publik akan terganggu dan berpotensi
menimbulkan masaiah hukum,

NO. SOP 237 {203 / Ruven -3
TGL PEMBUATAN | Marex Zo%2
TGL REVISI B
TGL EFEKTIF %
DISAHKAN OLEH Kepals Pusal Penerangan Sekretariat
Jenderal Kermendagri:
o
nni frwan, M.Si, MA
- 3 Muda (IV/c)
1P, 197201231992031001
NAMA SOP Standar Operasional Prosedur

Penyusunan Daftar Informasi Publik
KUALIFIKASI PELAKSANA ;

1. Memiliki pengetahuan dasar peraturan perundang-
undangan terkait pelayanan informasi publik;

2.  Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun
tulisan;

3. Mampu berkoordinasi dengan efeldif dan efisien;

4,  Memiliki kemampuan kerjasama tim;

5. Mampu mengoperasikan peraiatan computer dengan baik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

3. Komputer;

4, Printer;

5. Aiat tulis kantor;
6. Jaringan internet;
7. File erganizer.
PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan dalam bentulk hardcopy dan softcopy

o PELAKSANA BAKL MUTL
v} (IATAN LAS LELENGEAP -

NECAAT SF _':f:'f"“_‘ pel e ' ’,‘\* P warn oUTIY
Menginventarisir | Informasi 1 hari Usulan
informasi publik | publik Informasi
yang ada di I | publik
lingkungan kerja
masing-masin; |
Menyampaikan Y Usulan 1 hart Usulan
daflar informasi Infonmasi Informasi
public kepada pubiik publilk

_ PPID | | | |
Menginventarisir ! k2 Usulan | hari Net konsep
usulan Daftar ! informas keputusan
Informasi Publik I publik penetapan
dari PPID ! T Daftar
Pelaksana Informast

| 1 '| ! Pubhk
Menetapkan Daftac Net konsep 1 hari Keputnsan
Informasi Publik O keputusan penetapan
sccara berkala penctapan Daftar

Dafiar Informasi

fnformasi Publik

_ Publik 4 s

Mengunggsh Keputusan 1 hari Informasi
informasi publik penetapan publik yvang
sesuai Daftar ! Daftar i telah
Informasi Publik Informasi dimutakhirkan |
vang telal Publik

ditetapkan

il



6. STARDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI BAGI PENYANDANG

2 Mendokumentastka

3 Membenkan buki

DISABILITAS

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENERANGAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
tnformasi dan Dokumentasi Kemanteran Datam
Negeri dan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021
fentan; Standar Layanan [nformasi Publik

KETERKAITAN :

S0P Pengujian Konsekuensi

PERINGATAN :

Apabita SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan

informasi publik akan terganggu dan berpotensi

menimbtlkan masalah hukum.

PLLAKSANA

N : PEMOHON
AN
KEGIATA PREORMAS

O

!“JH! "

I !\1L‘II_\'&I:I!|]itiki;:l
permobonan
infornrast melalui
kanal resmi PPID
Kemendagr (khusus
pennohonan
mformast secara
langsung,
disedhakan form
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TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP | Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Permaohonan Informasi Bagi Penyandang

| Disabilitas

: KUALIFIKAS! PELAKSANA :

1. Memiliki pengetahuan dasar peraturan perundang-
undangan terkait pelayanan informasi publik;

2.  Mampu herkoemunikasi dengan baik secara lisan maupun
tulisan;

3. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

4. Memiliki kemmapuan kerjasama tim, :

5. Mampu mengoperasikan peralatan computer dengan baik. |

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

_ Peralatan kantor
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan dalam bentuk hardcopy dan soficopy
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Surat
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Permohonan
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_Pemohon Informasi
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melengkapi
Permohonan
Informasi
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dilasasai oleh PPID
Mencruskan
Permohonan
[nformast ke PPID
Pelaksana sesuai
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Pemberitahuan
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Surat Pengantar
Permohonan
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" Surat Tanggapan i

Permohonan
Informasi

© Surat Tanggapan

Permohonan
Informas:
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bentuk format
huruf braitle
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASIE PUBLIK

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENERANGAN

DASAR HUKUM .

1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomeor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentast Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentana Standar Layanan Informasi Publik

KETERKAITAN :

S0P Pengujian Konsekuensi

PERINGATAN: .

Apabila SOP ini fidak dilaksanakan, maka pelayanan

informasi publik akan terganggu dan berpotensi

menimbutkan masalah hukum.

PELARSANA

KEGIATAN (o LH)

resmi PPID maupun

NO. SOP 337 (203/ Ruoen -3
TGL PEMBUATAN- | Maret 2022 —
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
Ui, Bnol Inwan. M.SIE MA
Pambgra Ulama Muda (IVic)
1P $7301231992031001
NAMA SOP Standar Operasional Prosedur

Pengumuman Informasi Publik

KUALIFIKAS!I PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan dasar peraturan perundang-
undangarn terkait pelayanan informasi publik,

2.  Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun
tulisan;

3.  Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

4.  Memiliki kemmapuan kerjasama tim;

5. Mampu mengoperasikan peralatan computer dengan baik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Peralatan kanior

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

KELENGRA

e ok VAKTI OUTPLT K

Menvampatkan Usulan 60 Menmit  Usulan
informasi publik B informast mformasi publik
hepada PPID ] pubdik

2 Memverifikast ¥ Usulan 1 hars Net konsep
informast publik mformasi usulan
sebapal mformast publik mformast publik
vang terbuka
Melaporkan formag ¥ Net konsep 60mewit  Net konsep
informasi pubhik J i usulan usulan
yang akan " informasi informast publik
divmumkan ublik | S
Menyetujui format B v Net konsep 60 menit  Nel konsep
informasi publik l . ‘Q usulan usulan
yang akan informasi | informasi publik
diurnumkan I | L ¥s o publik
Merevisi format ¥ { Net konsep 60 menit  Revisi formar
mformasi publik usolan informas publik
sebelum dimunikan nformasi |

- K. | pubﬁk

Mengumumkan v Konsep final  60menit  Informasi
mformasi publik informast publik
baik pada kanal ’ -— I publik |

media massa



